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Pengantar 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Salam Sejahtera,
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah 
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan 
aktivitas dan pengabdian di pelbagai bidang kehidupan.
Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini harus diberantas jika 
tidak, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang seharusnya sejahtera dengan 
memanfaatkan kekayaan alam yang ada. 
Di dunia internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk 
akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat 
berhadapan dengan orang lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan 
pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-
negara tetangga yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya 
merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.
Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. 
KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi 
upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Namun di sisi lain, upaya penindakan 
membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang 
ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya 
memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan 
(preventif ). Seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada 
anak-anak sejak dini.
Oleh karena itu dengan diterbitkannya buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan 
Tinggi, akan memberikan angin segar bagi upaya membentengi generasi muda khususnya 
mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu 
menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi.
Sebagai penutup, kami sampaikan terimakasih atas arahan dari Bapak Mendikbud. Terima 
kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, 
Universitas Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas 
Indonesia dan Universitas Katolik Soegijopranata yang telah memberikan dosen-dosen 
terbaiknya dalam bidang Pendidikan Anti-korupsi sehingga buku ini dapat diselesaikan 
dengan baik. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada KPK, TIRI 
dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. 
Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb. 
Jakarta, 8 Desember 2011

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



iv

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Rektor Universitas Paramadina

2. Rektor Institut Teknologi Bandung

3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

4. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung

5. Rektor Universitas Negeri Semarang

6. Rektor Universitas Indonesia

7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

8. TIRI Making Integrity Works

9. Indonesia Corruption Watch (ICW)



v

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk 
luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem 

perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, 
dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan 
korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi 
dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari 
kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap 
kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. 

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena 
itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan 
korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan 
–tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa 
melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa 
–sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– 
diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya 
penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa 
diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun 
budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen 
perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat 
berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk 
beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan 
aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui 
kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan 
dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata 
kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa 
bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan 
pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya 
adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong 
mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di 
Indonesia.

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-
masing. Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu: (1) 
Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai 
dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, 
Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi 
dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti 
Korupsi. Disamping delapan bab yang berisikan bahan ajar dasar, buku ini juga dilengkapi 
dengan panduan pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Matakuliah Anti 
Korupsi yang dituliskan dalam bagian I, untuk memudahkan pengajaran Pendidikan Anti 
Korupsi.     
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Perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 – 16 kali 
pertemuan tatap muka atau selama satu semester. Setengah dari jadwal perkuliahan diisi 
dengan pemberian materi dasar bab 1 s/d bab 8. Setengah sisanya antara lain dapat diisi 
dengan: kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, studi kasus, pemutaran 
film dan analisisnya, tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah, tugas 
pembuatan prototipe teknologi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan tugas-
tugas lain yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi 
masing-masing.

Demikianlah buku ajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini disusun untuk keperluan 
penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di Perguruan 
Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran 
buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi 
di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya anti korupsi di kalangan 
mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Desember 2011

Tim Editor
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Bab 05. Upaya Pemberantasan Korupsi

Kompetensi Dasar
1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan 

korupsi;
2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan 

kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut 
pandang;

3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang 
dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas 
korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.

Pokok Bahasan
Upaya Pemberantasan Korupsi.

Sub Pokok Bahasan
1. Konsep Pemberantasan Korupsi;
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (korupsi) dengan 

Menggunakan Hukum Pidana;
3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.

UPAYA 
PEMBERANTASAN 
KORUPSI  

Bab 

05
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Banyak sekali hambatan dalam pemberantasan 
korupsi. Terlebih bila korupsi sudah secara 

sistemik mengakar dalam segala aspek 
kehidupan masyarakat di sebuah negara. 

Beragam cara dicoba, namun praktek korupsi 
tetap subur dan berkembang baik dari segi 
kuantitas maupun kualitasnya. Kegagalan 
pemberantasan korupsi di masa lalu tidak 

boleh menyurutkan keinginan semua pihak 
untuk memberantas korupsi. Perlu dipahami 
bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang 
dapat menjawab bagaimana korupsi harus 

dicegah dan diberantas. Semua cara, strategi 
dan upaya harus dilakukan dalam rangka 

memberantas korupsi. 
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Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak 
korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk 

mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab 
ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.

Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah 
menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya 
hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas 
korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat 
hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki 
lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut baik 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen 
yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah 
satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh 
subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan 
aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsuburkan 
korupsi yang terjadi di Indonesia.   

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan 
Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah 
demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung 
tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat 
beragama.  

Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga 
pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi 
reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupi 
harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa 
yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk 
lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini 
harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta 
kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (civil society) harus ditingkatkan, 
termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.

Pada bagian atau bab ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang 
dapat dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat 
didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk 
memberantas korupsi.

Upaya 
Pemberantasan 

Korupsi 
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A. Konsep Pemberantasan Korupsi     
Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi 
timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa 
korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia 
menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini 
menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk 
diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi 
memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. 

Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut 
pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi 
(Fijnaut dan Huberts : 2002):

 It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors 
involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of 
good governance for all countries and organizations, there is no ‘one right way’. There are 
many initiatives and most are tailored to specifics contexts. Societies and organizations 
will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk  menghubungkan strategi 
atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang 
terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, 
konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak 
strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat 
maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat mapun organisasi harus mencari 
cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi 
adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. 
Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban 
yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan   
 Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik 
kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi 
Arief : 2008) :

1. kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment);
3. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment /
mass media) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll : tambahan dari 
penulis).

Melihat pembedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) 
dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). 
Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur 
penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan/penindasan/pemberantasan) 
sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat 
preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat 
sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008).

Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun 
untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya 
terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. 
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Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani 
faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni 
berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial 
yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan 
kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya 
menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda 
Nawawi Arief ‘memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal’.

Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum 
pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau 
nestapa bagi pelaku korupsi. 

Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan 
pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki ‘keterbatasan’ dan mengandung 
beberapa ‘kelemahan’ (sisi negatif ) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 
‘subsidair’. Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief : 1998) adalah :

•	 dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam 
bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang 
terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);

•	 dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya 
yang tinggi;

•	 sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang mengadung efek 
sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload Lembaga 
Pemasyarakatan;

•	 penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan 
‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan 
simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian 
kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;

•	 hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial 
lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan 
kemasyarakatan yang sangat kompleks;

•	 sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat 
struktural atau fungsional;

•	 efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering 
diperdebatkan oleh para ahli.

Gambar II.5.1. 

Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak 
mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
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Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan 
penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. 
Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan 
pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk 
menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu 
cara saja untuk memberantas korupsi.

Menurut Rubin pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) 
sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan 
bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum 
atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya 
atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. 
Menurut Wolf Middendorf sulit melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari general 
deterrence (pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana), karena mekanisme 
pencegahan (deterrence) yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui 
hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan 
mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang 
dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan 
atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan 

Sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk merehabilitasi 
dan meresosialisasi pelaku kejahatan. Namun dalam realita, tujuan ini sangat sulit 

untuk diwujudkan. Berbagai kasus narapidana yang dengan memberi suap dapat menikmati 
perlakuan istimewa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperlihatkan bahwa 
hukum telah bersikap diskriminatif. Dengan ini justru daftar lembaga dan aparat hukum 

yang terlibat dan turut menumbuhsuburkan korupsi bertambah panjang.

Sebagai bahan diskusi, anda dapat melihat kembali kasus perlakuan istimewa yang 
diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang 
menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang.  Bagaimana pula 
dengan Gayus yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama menjadi 

tahanan kasus penggelapan pajak. Sungguh menyedihkan bukan ? 

Gambar II.5.2. 

Beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan 
hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang 
tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah 
korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. (foto: Muhammad Zainuri)
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orang pada pidana. Selanjutnya Wolf Middendorf  menyatakan bahwa tidak ada hubungan 
logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Karl. O. Christiansen menyatakan bahwa 
pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan S.R. Brody menyatakan bahwa 
5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu 
yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya 
reconviction atau penghukuman kembali (Nawawi Arief : 1998).

Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya 
mengandalkan hukum (pidana) saja dalam memberantas korupsi. Padahal beberapa 
kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah 
dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada 
pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi 
pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah 
korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. 

Mungkin pendapat-pendapat di atas mengecilkan hati kita. Kita bertanya-tanya adakah 
gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga serta sistem yang 
dibangun untuk menghukum pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada. Jawabannya adalah: 
jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana atau satu strategi saja yakni dengan 
menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara 
efektif. Belum lagi kalau kita lihat bahwa ternyata lembaga serta aparat yang seharusnya 
memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuhsuburkan 
praktek korupsi.

C.Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas 
korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the Global Program 
Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit 
(UNODC : 2004) . 

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi 

a. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang 
independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara di-
dirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan 
oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran 
lembaga ombudsman --yang kemudian berkembang pula di negara lain--antara lain 
menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilaku-
kan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga mem-

berikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat 
serta mengembangkan standar perilaku serta code of 
conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga 
hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari 
ombudsman adalah mengembangkan kepedulian 
serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka 
untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efi-
sien dari pegawai pemerintah (UNODC : 2004). Di 
Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang ber-
nama Independent Commission against Corruption 
(ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption 
Agency (ACA). Kita sudah memiliki Lembaga yang 
secara khusus dibentuk untuk memberantas korup-
si. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK).

b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 
memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari 

Coba anda bandingkan apa saja tugas dan 
kewenangan yang dimiliki oleh ICAC di 
Hongkong, ACA di Malaysia dan KPK di 

Indonesia ! Apa saja yang sudah dilakukan oleh 
ketiga lembaga tersebut untuk mencegah dan 

memberantas korupsi? Adakah yang masih harus 
diperbaiki dari kinerja KPK yang merupakan 
lembaga independen anti-korupsi yang ada 

di Indonesia? Ada beberapa negara yang 
tidak memiliki lembaga khusus yang memiliki 
kewenangan seperti ketiga lembaga tersebut. 

Namun tingkat korupsi di negara-negara tersebut 
sangat rendah. Mengapa ? Salah satu jawabannya 

adalah lembaga peradilannya telah berfungsi 
dengan baik dan aparat penegak hukumnya bekerja 

dengan penuh integritas. Bagaimana dengan 
Indonesia?
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tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan 
adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak memihak), 
jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja 
lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu 
(unable), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan 
aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka 
tidak mau (unwilling) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (strong political will) 
untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. 
Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kita akan 
mencari keadilan?

c. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal 
harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali ‘tidak punya 
gigi’ ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk 
mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu 
hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara 
untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah 
dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang 
untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin 
usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.

e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan 
memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah 
diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan 
demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. 
Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak 
terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk 
itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau 
diawasi.

f. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan 
oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih 
menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen 
justru melakukan berbagai macam korupsi yang ‘dibungkus’ dengan rapi. Daftar 
anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang 
daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika ‘mencoblos’ atau 
‘mencontreng’ pada saat Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat 
yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan 
suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut 
justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. 
Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan 
mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (civil society) termasuk 
mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut. 

Anda dapat melakukan survey mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
kinerja lembaga peradilan baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga 

Pemasyarakatan. Apakah masyarakat menilai lembaga-lembaga ini telah berperan 
dengan baik dengan bersikap imparsial, jujur dan adil atau justru kinerja lembaga 

ini dinilai buruk oleh masyarakat. Berikan analisis anda mengapa demikian. Setelah 
itu anda dapat melakukan sharing mengenai hasil survey ini dengan dosen dan 

rekan-rekan anda.
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2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik 
untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum 
maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat 
kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada 
peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika 
kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya 
kepada orang lain misalnya anggota keluarga. 

b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah 
maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan 
melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau 
akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran 
tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi 
masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.

Sebuah Koran mencetak sebagai head-line sebuah berita yang berjudul “SEPARUH 
ANGGOTA DPR TERNYATA TERLIBAT KORUPSI”.  Berita ini kemudian 

menimbulkan masalah dan Ketua DPR kemudian melayangkan protes terhadap 
koran tersebut. Ia meminta berita tersebut diluruskan. Keesokan harinya Koran 

tersebut meralat berita dengan mengeluarkan berita baru yang berjudul “SEPARUH 
ANGGOTA DPR TERNYATA TIDAK TERLIBAT KORUPSI”. Sungguh suatu seni 

jurnalistik yang cerdik bukan?

Diskusikanlah paparan berikut ini yang dikutip dari 
M. Riefqi Muna (Muna: 2002)  dengan dosen dan 

rekan-rekan anda!
Banyak tentara yang gaji resmi menurut pangkatnya tidak 

sesuai dengan gaya hidupnya sehari-hari. Dewasa ini tentara 
terlibat di banyak bidang bisnis. Setiap Angkatan memiliki 

kerajaan bisnisnya masing-masing. 

Secara keseluruhan, kekayaan ‘perusahaan militer’ di Indonesia 
diperkirakan melebihi US$ 8 milyar. Ini belum termasuk ribuan 

koperasi penyalur di seluruh negeri dan jasa keamanan serta penagihan hutang yang 
merentang dari warung kecil hingga perusahaan-perusahaan besar. Masih ada pula 
penugasan tidak resmi, misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi 

dan bertindak sebagai ‘beking’ perusahaan.  Rejeki yang eksesif masuk ke saku beberapa 
perwira tinggi, bila didistribusikan secara adil pada prajurit yang miskin akan 

mencegah serdadu turun derajat menjadi satpam, pengawal konglomerat, centeng atau 
penagih hutang. Tidakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit? 

Banyak keluhan gaji pegawai negeri dan militer sangat tidak memadai. Namun 
mengapa masih banyak orang yang mau bekerja di sektor ini? Jawabannya adalah bahwa 
betapapun rendahnya gaji mereka, selalu ada peluang untuk mendapatkan tambahan 

dari sumber-sumber lain. 

Ketika ada pengumpulan pendapat mengenai anggapan masyarakat terhadap korupsi, 
disampaikan bahwa yang terjadi bukanlah ‘korupsi’ melainkan ‘penyimpangan prosedur’. 
Laporan ini sangat merusak citra angkatan bersenjata dan memperkuat anggapan bahwa 

upaya untuk memerangi korupsi di tubuh militer menghadapi banyak hambatan. 

bersenjata dan memperkuat anggapan bahwa upaya untuk memerangi korupsi di tubuh 
militer menghadapi banyak hambatan. 

c.  Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai negeri dan anggota militer 
baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem 
yang transparan dan akuntabel dalam hal perekruitan pegawai negeri dan anggota 
militer juga perlu dikembangkan. 
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d.   Selain sistem perekruitan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan 
pada pada proses (proccess oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu 
dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, 
bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian 
dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja 
pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi 
yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru 
dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri. 

      

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat 
untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah 
sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan 
hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang 
mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan 
pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan.
Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai 
kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.  

b. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap 
bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian 

Sejak beberapa tahun silam KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan 
guru membuat modul pendidikan anti korupsi bagi siswa Sekolah Menengah 
dan siswa Sekolah Dasar. Pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk sejak 

dini memperkenalkan kepada siswa sekolah tentang bahaya korupsi. Buku Ajar 
Pendidikan Anti Korupsi yang anda pegang ini juga merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa akan bahaya korupsi. 
Buku saku yang dikeluarkan oleh KPK adalah salah satu contoh saja cara melakukan 

kampanye untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Di bawah disajikan beberapa contoh modul yang telah dikembangkan KPK 
bekerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa orang guru baik tingkat dasar 

maupun tingkat menengah.

Gambar II.5.3.

Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk siswa SD dan SMP
(Modul dikembangkan oleh Unika Soegijapranata Semarang, Guru SD dan SMP serta KPK)
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yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk 
meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang 
bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu 
korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. 
Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak 
maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi 
ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi ‘harus’ dipasang di kantor-kantor 
pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa 
negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari 
mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah 
dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. 
Transparency International juga mengeluarkan toolkit mengenai pendidikan anti 
korupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang  mahasiswa  
pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat  mengetahui seluk-
beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi. 
Di beberapa sekolah didirikan ‘Kantin Kejujuran’ yang bertujuan untuk melatih 
kejujuran siswa.

c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan 
memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat 
untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di 
mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung-jawab melaporkan 
kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau 
disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya 
teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan 
mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. 

d. Di beberapa Negara, pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ tidak 
dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan 
pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan 
individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan 
korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan 
fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. 

e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi 
yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. 
Menurut Pope media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang 
independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, 
media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku 
pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 
‘pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan 
mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh 
pers yang bebas’. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan 
korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan 
jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko 
bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 
2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media 
tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun 
televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan 
RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu 
diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme 
yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis 
atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope : 2003). Segala macam cara akan 
digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak 
ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula 
negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang 
akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media. 
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f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingat lokal atau internasional 
juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka 
adalah bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang keberadaannya tidak dapat 
diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang 
Anti-Korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki 
fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa 
yang telah dilakukan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch), salah satu LSM lokal 
yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang 
mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan 
lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan, 
penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.

Carilah informasi tentang nasib ‘Munir’. Ia adalah salah 
seorang aktivis LSM KontraS (Komisi untuk Orang Hilang 

dan Korban Kekerasan). Munir adalah salah satu dari 
aktivis LSM yang berjuang demi membela hak kaum buruh 

dan membela Hak Asasi Manusia. Bagaimana perjalanan 
hidupnya? Apa saja yang telah ia perjuangkan demi 

membela hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan 
dirampas Hak Asasinya oleh Negara?

Cari pula informasi tentang LSM Anti-korupsi lokal yang ada di 
daerah tempat anda tinggal. Lihatlah bagaimana kinerja mereka. 

Apakah LSM tersebut adalah LSM ‘Plat Merah’, LSM ‘Plat 
Kuning’ atau LSM ‘Plat Hitam’? Ada banyak LSM yang tidak memiliki 

komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, walaupun mereka menyebut 
diri mereka LSM Anti-korupsi.

 Diskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

Cobalah mencari informasi berapa banyak media massa baik 
cetak maupun audio-visual yang terpaksa gulung tikar 

karena ijin usaha media ini dicabut oleh Pemerintah. Di 
rezim pemerintahan Soeharto ada banyak sekali media 
massa cetak yang dicabut ijin usahanya karena mereka 
cukup vokal menyuarakan demokrasi, perlindungan Hak 
Asasi Manusia dan pemberitaan mengenai korupsi. Cari pula 

informasi mengenai wartawan yang diintimidasi, dianiaya bahkan 
sampai dibunuh karena berusaha menyuarakan ‘kebenaran’. 

Diskusikan dengan dosen dan rekan-rekan anda. 

g. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah 
dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat electronic surveillance. 
Electronic surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan 
mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang 
pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya audio-microphones atau 
kamera video (semacam kamera CCTV atau Closed Circuit Television) atau data 
interception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon 
genggam dan electronic mail (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa 
negara, penggunaan electronic surveillance harus disetujui terlebih dahulu oleh 
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masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah ‘memata-matai’ segenap 
aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau 
‘spying’ ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi 
terutama hak akan privacy. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan 
menggunakan data yang terekam dalam electronic surveillance untuk melakukan 
intimidasi terhadap rakyatnya.

4.   Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum 
yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya 
mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain 
perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk 
mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money 
Laundering atau Pencucian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana 
korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk 
memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana 
mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan 
electronic surveillance juga perlu diatur supaya tidak melanggar privacy seseorang.  Selain 
itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur.  Pasal-
pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana 
korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak 
pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji 
ulang dan bilamana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih 
memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang 
diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen 
Kode Etik atau code of conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat 
eksekutif, legislatif maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan).

Carilah berbagai peraturan perundang-undangan 
yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Cari 

pula pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 
yang dapat menghalangi pemberantasan korupsi. Anda dapat 
mendiskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda !

5. Monitoring dan Evaluasi

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan 
korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui 
capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat 
strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, 
sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya. 

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan 
pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan 
korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya 
yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi 
memberantas korupsi.
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6. Kerjasama Internasional

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama 
internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. 
Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency Internasional (TI) misalnya 
membuat program National Integrity Systems. OECD membuat program the Ethics 
Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Pembahasan 
mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi  akan diuraikan 
dalam bab berikutnya.

* * *
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pemikiran perlunya pendidikan anti korupsi di perguruan 
tinggi di Indonesia adalah sebagai bentuk kepedulian 
perguruan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang 
berintegritas. Mahasiswa perlu dibekali pengetahuan 

mengenai korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan 
kepedulian mereka akan bahaya korupsi yang 

mengancam kelangsungan peri kehidupan bangsa ini. 

Buku ini dipersiapkan untuk digunakan oleh dosen 
sebagai bahan ajar atau materi kuliah Pendidikan Anti 

Korupsi di Perguruan Tinggi. Dengan membaca buku ini 
diharapkan mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk 
korupsi dan akhirnya dapat meningkatkan kepedulian 

serta kesadaran mereka akan bahaya korupsi.

Pendidikan
Anti-Korupsi
Untuk Perguruan Tinggi
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